BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang : a.

SERTA TATA KERJA KELURAHAN
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI JEMBER,

rja Kelurahan Kabupaten Jember.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang

Pembentukan Peraturan  Perundang-uneang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014

2015 tentang

dan Daerah
Fungsi  Penunjang

aerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KELURAHAN KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.




3.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat
kecamatan.

5. Lurah adalah pimpinan wilayah yang merupakan perangkat

Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Lurah.
7. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

(1)

(2)

disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat ke

ng dibentuk

ang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
Pasal 3

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin,
melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan
sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan sesuai dengan urusan
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan dan
pelayanan masyarakat, pelayanan ketentraman dan ketertiban
umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
pembinaan lembaga kemasyarakatan dan melaksanakan tugas
pemerintahan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Camat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Lurah mempunyai fungsi meliputi :
a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan
dari Camat;
b. pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;




pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
pelayanan masyarakat;

pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta
fasilitas pelayanan umum,;

pelaksanaan dan fasilitasi sosialisasi program-program
strategis kepala daerah;

pengkoordinasian kegiatan pengumpulan, verifikasi dan
pemutakhiran data warga yang ada di wilayah kerjanya terkait
kondisi warga yang tergolong warga miskin, penyandang

lainnya; dan
pemperian bantuan

pengkoordinasian dan fasilitasi progr
' rjanya,

kepada warga masyarakat yang di

tugas melaksanakan administrasi
pelayanan kepada masyarakat, menyiapkan
usan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan,
aan administrasi kepegawaian, pembinaan administrasi dan

memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh

satuan organisasi Kelurahan serta tugas lain yang diberikan oleh
lurah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

5 0

Pelaksanaan penyusunan dan  perencanaan anggaran
program dan kegiatan;

pelaksanaan administrasi kepegawaian;

pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan gaji
pegawai;

pelaksanaan urusan perlengkapan, inventarisasi dan rumah
tangga,

pelaksanaan  penyiapan urusan rumah tangga dan
perlengkapan serta hubungan masyarakat;

pelaksanaan penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;

pelaksanaan urusan tata usaha kelurahan;

pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan
layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
pemerintah Kelurahan; dan




1. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan
Pasal 5

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas
bidang pemerintahan, pembinaan wilayah, ketentraman dan
ketertiban umum, administrasi di bidang pertanahan serta tugas
lain yang diberikan oleh Lurah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengolahan dan pengeval
pemerintahan;

1 data di bidang

ertiban umum;
situasi, kondisi dan menjaga

pemantauan, pengkoordinasian dan

nggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di

wilayah;

pelaksanaan tugas di bidang pertanahan sesuai peraturan

perundang-undangan;

pelaksanaan  penyusunan  program  dan pembinaan

penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan

umum di kelurahan ;

J. pelaksanaan serta pembantuan penyelenggaraan kegiatan
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ; dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Ketiga
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 6

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program
dan melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Sosial, Kesehatan,
Pendidikan, Keluarga Berencana (KB) dan Peranan Wanita,

Disabilitas, Masyarakat Miskin serta tugas lain yang diberikan
oleh Lurah.




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
mempunyai fungsi :

a.

b.

Pelaksanaan pemberian  pelayanan kepada masyarakat
di bidang pendidikan dan kesehatan;

Pelaksanaan pemberdayaan dalam bidang kesejahteraan
masyarakat, KB, peranan wanita, kependudukan dan
olahraga;

Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran
dana/bantuan  sosial penanganan korban bencana, fasilitasi
kehidupan beragam maupun peningkatan kesehatan
masyarakat;

Pelaksanaan pelaksanaan fasilitas pembinaan
peyandang keterbatasan fisik;
Pelaksanaan pengumpulan data sert

antuan pendidikan ;
pelaksanaan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat
miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di
wilayah kerja kelurahan ;

pelaksanaan pembinaan terhadap usaha-usaha
pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah
kelurahan; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 7

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
pelayanan umum kepada masyarakat, pelayanan di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan
kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan
ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah.




(2)

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

b. Pelaksanan penyusunan program pembinaan dan peningkatan
pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
dan

c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Kepala
sinkr

isasl dalam lingkungan Kelurahan
pengawasan sesuai dengan

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk
bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.




Pasal 9

Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB YV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 10

(I) Lurah diangkat dan diberhentikan
Negeri Sipil yang memenuhi syarat

ari Pegawali
taris Daerah

SELON JABATAN
Pasal 11

urah merupakan Jabatan Sruktural Eselon IVa atau Jabatan
Pengawas.

(2) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi merupakan Jabatan
Struktural Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Jember Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Kelurahan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.




Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal & Maret 2021

BUPATI JEMB

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 2~




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEEJQB}R/
NOMOR : 20 TAHUN _-2021

—~

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN JEMBER

-~ o

- g
// /-/

~ =

LURAH e e

g -

B ///\ {1 SEKRETA/BIAT/
/’WW/AN |

- 1’/ \ / \\\(l”}‘/
A 2N e
= } ]'/ \ | 2
2T T 0
M I !J\ s EMBERDAYAAN
prinamaeEdl |~ masvaraxar paw PELAYANAK UBMUM
T \ Y|/ |/ ©}+ KESEJAHTERAAN SOSIAL

- BUPATI JEMBER,

el | ) AN
sl @f AN
ey ttd

(s [sesreTAfiaT\ P\
!I“’,I r ‘- 4 a3 __‘
Ll DAERWY

Ir. MIREANO HENDY S

Peimbina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

~



STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA
KELURAHAN KEBONSARI

L URAH

HERLAN HIDAJAT, S.Sos
NIP. 19700709 200212 1 004

SEKRETARIS

YULIYANTO, S.Akun

NIP. 19850729 201101 1 010

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PENGADIMINISTRASI PERKANTORAN
AHMAD FARID
NIP. 19700101 200801 1 043
ANIS SUNAIDAH
NIP. 19680112 200701 2 019

SEKSI PEMBERDAYAAN

SEKSI PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SEKSI PELAYANAN UMUM
SOSIAL
AGUS SUNARKO, SP SULIMAN, S.Sos -

NIP. 19700822 200801 1 009 NIP. 19710415 200801 1 017




